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KEPALA DESA PURBOSONO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA PURBOSONO

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURBOSONO,

bahwa berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, menetapkan prioritas
penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung
Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana
Desa Setiap Desa,Penyaluran,dan Penggunaan Dana
Desa Tahun 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan
Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa (BLT Desa).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republuk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Undang - Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang
anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun
anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 226,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6995);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
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Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa,pembangunan daerah
Tertinggal ,dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional
atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1000)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
Tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun
2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa
,penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 14559);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan
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Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 4);

Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 ( Lembaran daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12 );

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
Nomor 64);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
Nomor 74);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor
48);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023
tentang Tata Cara pengadaan Barang/jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023
Nomor 39);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2024 Nomor 40);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 tahun 2024
tentang Pedoman pelaksanaan Alokasi dana Desa
dan bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2024 Nomor 41);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2024
tentang pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai
Pada Pemerintahan Desa (Berita Daerah kabupaten
Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2024
tentang penetapan besaran Dana Transfer ke Desa
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo tahun 2024 Nomor 48);

Peraturan Desa Purbosono Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa PurbosonoTahun 2016 Nomor 2);
Peraturan Desa Purbosono Nomor 3 Tahun 2020



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, Desa Purbosono Tahun 2020 - 2025 (Lembaran
Desa Purbosono Tahun 2020 Nomor 3);

34, Peraturan Desa Purbosono Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Purbosono Tahun 2023 Nomor 3);

35, Peraturan Desa Purbosono Nomor 4 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Purbosono Tahun 2025 ( Lembaran Desa Purbosono
Tahun 2024 Nomor 4)

36. Peraturan Kepala Desa Purbosono Nomor 5 Tahun
2024 tentnag Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Purbosono tahun 2025 ( Berita Desa
Tahun 2024 Nomor 5 )

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan

Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 140/1/2025
tanggal 02 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PURBOSONO TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Desa adalah Desa Purbosono.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan
Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal yang bersifat strategis.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan
diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana
Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah

pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang
bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Penggunaan Dana Desa untuk melaksanakan program prioritas nasional sesuai
kewenangan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber
dari Dana Desa meliputi:

a. Penanganan Kemiskinan ekstreme dengan Penggunaan Dana Desa paling
tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tuna Desa dengan
target Keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah
sebagai acuan;

b. Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim ;

c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa
termasuk stunting;

d. Dukungan Program Ketahanan pangan;

e. Pengembangan potensi dan keunggulan desa;

f. Pemanfaatan tekhnologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa
Digital,

g. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku
local ; dan / atau

h. Program sector prioritas Desa lainnya di Desa;

Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah BLT Desa.

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa
arbagaimana dimakaud pada ayat (2) yang diprioritaskan diberikan kepada
keluarga miskin yang berdomisili di Desa Purbosono Kecamatan kertek dan



(6)
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Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode
nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;

Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima
manfaat;

Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa

tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui
musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purbosono.

Ditetapkan di Desa Purbosono
a-tanggal, 6 Januari 2025

Diundangkan di Desa Purbosono 3
_pada tanggal, 8 Januari 2025

7 SEKRETARIS DESA PURBOSONO,

" BERITA DESA PURBOSONO TAHUN 2025 NOMOR 2



